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Dosen Pembimbing: Drs. Krishno Hadi, M.A

ABSTRAK

Sikap ego sektoral masing-masing instansi dalam berbagi data masih
menjadi tantangan yang harus dihadapi pemerintah. Selain itu, banyaknya nomor
identitas dengan sistemnya sendiri-sendiri menambah permasalahan seputar data di
Indonesia. Dalam rangka mendukung integrasi. data, maka pemerintah
mengintegrasikan NIK dan NPWP melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021
tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Pasal 2 ayat (1a) dan Peraturan Menteri
Keuangan (PMK) Nomor 136 Tahun 2023 tentang NPWP Bagi Wajib Pajak Orang
Pribadi, Wajib Pajak Badan, dan Wajib Pajak Instansi Pemerintah. Namun data
yang terpusat dan terintegrasi di satu sistem berpengaruh terhadap keamanan data,
karena lebih banyak data yang dapat diakses dari satu titik kerentanan. Oleh karena
itu, penting untuk memastikan data yang terintegrasi dapat terlindungi dengan baik.

Metode dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan
yuridis empiris. Penelitian ini. menggunakan teori kebijakan publik menurut
William N. Dunn. Analisis melalui teori kebijakan publik memungkinkan analisis
secara sistematis dan komprehensif terhadap proses pembuatan kebijakan untuk
mengidentifikasi masalah, merumuskan dan mengadopsi solusi yang efekitif,
mengimplementasikan kebijakan dengan baik, serta melakukan evaluasi untuk
memastikan kebijakan integrasi NIK dan NPWP dapat mencapai tujuannya tanpa
mengorbankan keamanan data pribadi masyarakat.

Hasil penelitian ini - menjelaskan - pengintegrasian  NIK dan NPWP
memperhatikan keamanan data dari sisi regulasi dan teknologi. Integrasi ini
memungkinkan penggabungan data kependudukan berbasis NIK dan data
perpajakan berbasis NPWP, sehingga berimplikasi terhadap peningkatan akurasi
data keduanya dan dapat digunakan dalam pelayanan publik khususnya pelayanan
perpajakan.  Namun, manfaat dari integrasi ini belum sepenuhnya menyentuh
berbagai pelayanan dasar lainnya. Dengan demikian, perlu dilakukan perluasan
akses data yang valid untuk pelayanan dasar lainnya di samping adanya
peningkatan efisiensi administrasi pelayanan perpajakan, serta pemutakhiran sistem
manajemen keamanan informasi berbasis ISO/IEC 27001 versi tahun 2022.

Kata Kunci: Kebijakan Publik, Satu Data, Integrasi Data, NIK dan NPWP
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Audy Tria Lawidya, 202010050311137, One Data Policy To Improve The Quality
of Public Services (Study on The Integration of Population Identification
Numbers and Taxpayer Identification Numbers).

Supervisor: Drs. Krishno Hadi, M.A

ABSTRACT

The sectoral ego attitude of each agency in sharing data is still a challenge
that the government must face. Apart from that, the large number of identity
numbers with their own systems adds to the problems surrounding data in
Indonesia. In order to support data integration, the government is integrating NIK
and NPWP through Undang-Undang Nomor. 7 Tahun 2021 concerning
Harmonisasi Peraturan Perpajakan Pasal 2 ayat (1a) and Peraturan Menteri
Keuangan (PMK) Nomor 136 Tahun 2023 concerning NPWP Bagi Wajib Pajak
Orang Pribadi, Wajib Pajak Badan, dan Wajib Pajak Instansi Pemerintah.
However, data that is centralized and integrated in one system has an impact on
data security, because more data can be accessed from one point of vulnerability.
Therefore, it is important to ensure that integrated data is properly protected.

The method in this research is qualitative research with an empirical
juridical approach. This research uses public policy theory according to William
N. Dunn.  Analysis through public policy theory allows systematic and
comprehensive analysis of the policy-making process to identify problems,
formulate and adopt effective solutions, implement policies well, and carry out
evaluations to ensure that the NIK and NPWP integration policy can achieve its
goals without compromising the security of people's personal data. .

The results of this research explain that the integration of NIK and NPWP
takes into account data security from a regulatory and technological perspective.
This integration allows combining NIK-based population data and NPWP-based
tax data, so that it has implications for increasing the accuracy of both data and
can be used in public services, especially tax services. However, the benefits of this
integration have not fully touched various other basic services. Thus, it is necessary
to expand valid data access for other basic services in addition to increasing the
efficiency of tax service administration, as well as updating the information security
management system based on the 2022 version of ISO/IEC 27001.

Keywords: Public Policy, One Data, Data Integration, NIK and NPWP
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